KEPALA DESA RANTAU GEDANG
KABUPATEN BATANG HARI

PERATURAN DESA RANTAU GEDANG
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
‘ (RPJMDes] DESA RANTAU GEDANG
TAHUN 2021 - 2027

KEPALA DESA RANTAU GEDANG,

Meuimaig . d.  valiwa uliuk weldksanidka keituiuan Fasdl 79 Uudaug-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah
Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa
sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten;;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut paaa huruf a
perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa

~ Wonokerto Tahun 2021 - 2026.
‘ Mengingat : 1 lindang-Tindang Nomaor 25 Tghun 2004 tfentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
{Lembaran Negara Kepublik indonesia Tahun 20i4 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495),

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomar 47 Tahun 2015 llambaren Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
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}. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomaor 22 Tahun 2015 (lemharan Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik, Indonesia
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

( Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2094); 1

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomaor 29);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman
Umum  Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun Z0Z0 Nomor 1633); s

9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

: Batang Hari Tahun 2021 Nomor 2

‘ 10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 28 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja
Pemerintah Desa.

11 Peraturan Neea Rantan gedang Nomor 1 Tashun 2022
tentang RPJM-Desa Rantau gedang Tahun 2021-2027;

-
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Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANTAU GEDANG

dan

KEPALA DESA RANTAU GEDANG

MEMUTUSKAT

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes)] DESA RANTAU
GEDANG TAHUN 2021 - 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1 Nesa adalah Nesa Rantan Gedang

Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Rantau Gedang

Kepala Desa adalah Kepala Desa Rantau Gedang

Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa

S N

- Rantau Gedang ;

5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi t
kewenangan di bidang penvelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pemhangiinan Nesa Pemhinaan Kemasvarakatan NDesa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa. ‘

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah

antara Radan Permusvawaratan Desa Pemerintah Desa dan unsur
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masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa
untuk menvenakati hal vang hersifat strategis,

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, -
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendanatan dan Relania Daerah Kahunaten /Kota,

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan

( Permusyawaratan Desa.

10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan onleh npemerintah TNesa dengan melibatkan Radan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai
tujuan pembangunan desa.

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pem‘)'angunan
di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa

dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan
( kegotongravnngan giuna mewnindkan nengarusiitamaan nerdamaian dan
- keadilan sosial.

13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan !
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program,
kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan
priaritas kehutithan masvarakat Nesa

14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data

mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai

informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi
serta dinamika masyarakat Desa.
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15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumher dava alam siumher dava manusia sumher dana, kelemhagaan,
sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. :

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka

waktu 6 (enam) tahun.

BAB II
PRINSIP - PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA .
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA RANTAU GEDANG

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 - 2027
merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan
pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan
kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan

bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa s
Rantan Gedang Tahun 2021 — 2027 disusun sehagai herikut
a. Bab I Pendahuluan
e Latar Belakang
s Landasan Hukum
e Tujuan
. b. BabIl Profil Desa
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'd. Bab IV Prioritas Masalah
e Rah V Kehiigkan Desa
* Visi dan Misi :
e Arah Kebijakan Pembangunan Desa
¢ Arah Kebijakan Keuangan Desa
e Program dan Kegiatan Indikatif
f. Bab VI Penutup
g. Lampiran - lampiran
Matrik Program Kegiatan
Proses Penyusunan Program
Berita Acara Musyawarah
Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah -
Notulen Musyawarah

Peta Desa

”~
e e o N S

Foto - foto Kegiatan

Pasal 4

¥,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rantau Gedang
Tahun 2021 — 2027 sehagaimana tercantum dalam lamniran Peraturan Desa ini,

merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
( Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Rarntau
Gedang Tahun 2021 — 2027 sehagaimana tersehut dalam nasal 2 ditetaplan
setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan
' pe >-kembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila
g perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika
, pembangunan desa yang memerlukan langkah- langkah
n terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Rantau Gedang Tahun 2021 - 2027.
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